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BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 2S TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengu baba n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indoncsia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 
nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tantang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negai-a. Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5679); 



5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pen anganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancarnan yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6485); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5657); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah clan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah un 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan. Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Pen ganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran , dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Admi n i strasi Pen gajuan , Penyaluran , dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuain Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1777); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman. Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penj a baran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 431); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.07/ 2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) 
dan dampaknya; 



24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Nomor 8 Tahun 2020); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 	PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi 
kewenangan otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 

Kabupaten Kerinci. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelan.ggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
kabupaten. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya 
dise but APBD Kabupaten Kerinci adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Kerinci yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penarnbahan 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periocle tahun anggaran berkenaan. 

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau 
penguran.gan yang akan diterima kembali, baik dalam t2hun berkenaan maupun 
pada tahun anggaran berikutny-a. 



Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupatcn Kerinci Tahun Anggaran 2021 
semula sebesar Rp.1.211.203.530.563,00,- berkurang sebesar Rp. 
(34.164.943.977,00) sehingga menjadi Rp.1.177.038.586.586,00 dengan rincian 
sebagai berikut : 
1. Pendapatan Daerah 

a. Semula 
b. Bertambah/ berkurang 
Jumlah pendapatan daerah setelah 
perubahan 

2. 	Belanja Daerah 
a. Semula 
b. Bertarnbah/berkurang 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan 

3. 	Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1. Semula 
2. Bertambah/berkurang 
Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1. Semula 
2. Bertambah/berkurang 
Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan 
Jumlah pembiayaan netto setelah 
perubahan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan 

Pasal 3 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dan: 
1. Lampiran I 	Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD,  yang dildasifikasi 

Menurut 	Kelompok, 	Jenis, 	Objek, 	Rincian 	Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II 

	

	Penjabaran 	Perubahan 	APBD 	Menurut 	Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, 	Kelompok, 	Jenis, 	Objek, 	Rincian 	Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3.  Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah; 

4.  Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial: 

5.  Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan 
Keuangan Bersifat Umumnta Diterima Serta SKPD Pemberi 
Bantuan Keuangan; 

. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Perubahan 
Belanja Bagi 	Hasil 	Pajak Daerah 	Kepada Pemerintah 
Kabupaten; 

Rp. 1.211.203.530.563,00,- 
Rp. (34.164.943.977,00) 
Rp. 1.177.038.586.586,00,- 

Rp. 1.226.594.369.105,00,- 
Rp. 

(3.850.847.643,00) 
Rp. 1.222.743.521.462,00,- 

Rp. 27.777.838.542,00,- 
Rp. 23.723.096.334,00,- 
Rp. 51.500.934.876,00,- 

Rp. 12.387.000.000,00,- 
Rp. (6.591.000.000,001 
Rp. 5.796.000.000,00 

Rp. 45.704.934.876,00,- 

Rp. 0,00,- 
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